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I. DETIL PERATURAN 
 

Nama Keterangan 

Bentuk Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 

Tahun 2024 

Judul Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa 

Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Pada Instrumen Moneter Dan/Atau 

Instrumen Keuangan Tertentu Di Indonesia 

Tempat Penetapan Jakarta 

Tanggal Penetapan 20 Mei 2024 

Tanggal Pengundangan 20 Mei 2024 

Tanggal Berlaku Efektif 20 Mei 2024 

 

II. Latar Belakang 
 

Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) adalah devisa hasil kegiatan 

ekspor barang yang berasal dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber 

daya alam. Untuk menjamin ketersediaan valuta asing di dalam negeri, pemerintah menginginkan DHE 

SDA masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. 

Kebijakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong 

eksportir menempatkan dana hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia, dan juga bentuk 

penyelarasan dengan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai DHE SDA. PP ini juga memberikan fasilitas tarif pemotongan PPh final lebih 

rendah bagi penghasilan yang diterima eksportir dari penempatan DHE SDA pada instrumen keuangan 

tertentu di Indonesia.  
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III.  PEMBAHASAN 
 

Objek Pemotongan : Penghasilan dari instrument keuangan tertentu 
yang dananya berasal dari Rekening Khusus DHE SDA                                         

 

Jenis Mata Uang, Tarif Pemotongan PPh, dan Syarat Jangka Waktu dari Instrumen Keuangan Tertentu 
yang Dananya Berasal dari Rekening Khusus DHE SDA 

No Jenis Mata Uang Tarif Jangka Waktu Penempatan 

1 Sumber Dana Dalam Valuta Asing 0% Lebih dari 6 Bulan 

2,5% 6 Bulan 

7,5% 3 Sampai Kurang dari 6 Bulan 

10% 1 Sampai Kurang dari 3 Bulan 

2 Sumber Dana Dikonversi ke Dalam 
Rupiah 

0% 6 Bulan atau Lebih dari 6 Bulan 

2,5% 3 Sampai Kurang dari 6 Bulan 

5% 1 Sampai Kurang dari 3 Bulan 

 

*Catatan : Tarif serta ketentuan tabel di atas berlaku juga untuk penempatan kembali dana DHE SDA 

pada instrumen keuangan tertentu setelah tanggal jatuh tempo instrumen keuangan tertentu 

sebelumnya berakhir. 

Kriteria Intrumen Keuangan tertentu : 

1. Merupakan instrumen perbankan di Indonesia, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan/atau instrumen moneter yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia 

2. Tidak diperdagangkan di pasar sekunder 
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Bentuk Instrumen Keuangan Tertentu : 

1. Deposito yang diterbitkan oleh Bank   

2. Term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia yang 

penempatannya melalui peserta operasi pasar terbuka  

3. Surat sanggup yang diterbitkan oleh LPEI  

4. Instrumen moneter lain atau instrumen keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. 

 


